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tersebut akan dikenai sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi
pidana terkait izin edar produk sendiri telah dimuat pada laman
https://jdih.pom.go.id yang berisi mengenai Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Didalamnya
memuat 1,198 produk hukum yang dapat menjadi sumber referensi
pemberlakuan hukum yang diberikan jika terdapat pelanggaran izin edar
suatu produk.

. Hambatan dan Solusi Dalam Proses lzin Edar di BPOM Kota
Semarang.

Hambatan yang terjadi pada proses izin edar suatu produk adalah
apabila data yang diajukan tidak lengkap. Hal tersebut jelas menghambat
proses pengajuan dan pendaftaran suatu produk karena kelengkapan data
menyebabkan proses lebih cepat dan mudah. Ketika data yang dibutuhkan
tidak memenuhi maka pemohon harus segera melengkapi datanya kembali
agar perizinannya dapat diproses lebih lanjut. Selebihnya tidak ada
hambatan berarti yang ditemui oleh pihak BPOM Kota Semarang.
Sementara untuk solusi dari hambatan tersebut adalah perlunya persiapan
yang matang dari pihak pelaku usaha yang akan melakukan pendaftaran
suatu produk untuk mendapatkan izin edar dengan melengkapi berkas-
berkas yang sudah diinformasikan sebelumnya oleh pihak BPOM Kota
Semarang agar proses perizinannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat.

Cara paling mudah saat melakukan pengecekan nomor BPOM suatu

produk adalah dengan melakukan pengecekan berdasarkan merek atau nama
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produknya. Sedangkan jika nomor BPOM sudah tertera di kemasan produk,
maka konsumen tinggal mencocokkan keabsahan informasi produk tersebut.
Sebab ada pula beberapa produk yang memiliki BPOM palsu, namun masih
lolos di pasaran. Cara melakukan pengecekan untuk Produk BPOM dapat
diakses melalui website, aplikasi dari pihak BPOM ataupun melalui website
BPOM secara langsung. Konsumen yang menemukan fakta kesalahan di
lapangan ataupun menemukan produk yang mencurigakan dapat segera
melapor ke BPOM agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti. Tentu saja ada
sejumlah isian form mulai dari data diri kKonsumen pelapor, isian pengaduan,
alamat perolehan produk, hingga mengunggah bukti produk yang dicurigai
berbahaya.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis
ialah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi oleh pihak BPOM  terkait manfaat pendaftaran
produk dan kemudahan untuk mendaftarkan produk secara online agar pelaku
usaha menyadari pentingnya mengurus izin edar untuk produk yang dimiliki

2. Bagi para pelaku usaha, perlu adanya kesadaran dalam melakukan
pendaftaran izin edar untuk produk yang di produksi dan dimiliki agar
menjamin keamanan dari produk tersebut dan menimbulkan rasa percaya dari
pihak konsumen untuk menggunakan produk tersebut karena sudah sesuai

dengan standar keamanan yang berlaku.
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